
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 39 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950            

Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13              

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan 

Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2            

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 
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tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomorv 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri            

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019             

Nomor 157);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 450); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomorv 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                  

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo  

Tahun 2022 Nomor 3 Seri A); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2023 Nomor 2 Seri A); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri A); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas : 

a. Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah    Rp 2.050.788.676.962,07   

2. Pendapatan Transfer    Rp 2.965.839.490.458,00   

3. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp        3.567.282.000,00 

   Jumlah Pendapatan    Rp 5.020.195.449.420,07 

            

b. Belanja Daerah 

1. Belanja 

      a) Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai    Rp 1.576.630.115.712,52 

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp 1.509.894.458.724,18 

3) Belanja Subsidi    Rp        1.256.673.332,00 

4) Belanja Hibah    Rp    313.954.511.110,00 

5) Belanja Bantuan Sosial   Rp    105.762.005.229,00 

        Jumlah Belanja Operasi   Rp 3.507.497.764.107,70    

 

 

b) Belanja Modal                

1) Belanja Tanah    Rp      79.430.373.480,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin  Rp    183.169.370.829,00   

3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp    159.102.588.430,00   

4) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp    291.642.063.091,00   

5) Belanja Aset Tetap Lainnya  Rp           637.069.070,00 

6) Belanja Aset Lainnya   Rp        1.213.170.541,00 

     Jumlah Belanja Modal   Rp    715.194.635.441,00    

 

c) Belanja Tidak Terduga   Rp        9.610.233.290,00 

 

2. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil Pajak   Rp    136.420.712.243,00 

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi  Rp        4.833.152.147,00 

3) Belanja Bantuan Keuangan  Rp    628.221.502.700,00 

 

   Jumlah Belanja dan Transfer  Rp 5.001.777.999.928,70 

              Surplus      Rp      18.417.449.491,37 

c. Pembiayaan 

 1. Penerimaan      Rp    495.539.916.056,68      

2. Pengeluaran     Rp        2.055.000.000,00  

         Jumlah Pembiayaan Neto   Rp    493.484.916.056,68 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun  Rp    511.902.365.548,05 

berkenaan   
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Pasal  2 

Ringkasan dan rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 

Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas: 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 5 Agustus 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

 ttd 

   

FENNY APRIDAWATI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 39 TAHUN 2024 

Ditetapkan  di  Sidoarjo 
pada  tanggal 5 Agustus 2024 

 
WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 
                           ttd 

 

 
SUBANDI 

                                
 

 


